C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 

1. Kebijakan Dan Kegiatan 
Sesuai dengan pasal 27 huruf (j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Hubungan kerja ini selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 
Adapun kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel Pada Tahun 2017 antara lain melalui :
Kordinasi dengan Kepolisian dan TNI dalam rangka peningkatan SDM  Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang trantibum dikawasan kota.
Suasana Tertib dan tentram merupakan kondisi yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, kondisi ini juga merupakan prasyarat bagi penyelenggara tugas pemerintahan dan pembangunanan didaerah, untuk itu perlunya penanganan ketentraman dan ketertiban secara tepat, baik dan benar.





D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya 

Bencana yang terjadi pada umumnya berupa bencana alam.
Adapun pada tahun 2017 di Kabupaten Boven Digoel tidak pernah terjadi bencana yang menimbulkan kerugian besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boven Dgoel .
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1. Status Bencana 
Tidak ada Bencana alam yang terjadi selama tahun 2017 di wilayah Kabupaten Boven Digoel, dan seandainya ada bencana tersebut berstatus bencana regional yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sendiri melalui Dinas Sosial dibantu dari seluruh komponen masyarakat.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2017 Kantor satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel tidak menganggarkan secara langsung alokasi anggaran yang digunakan untuk program/kegiatan penanggulangan bencana alam karena ada Instansi teknis. 

3. SKPD yang melaksanakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangangi penanganan dan penanggulangan Bencana di Kabupaten Boven Digoel adalah Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Terasing. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanganan dan penanggulangan bencana juga dilakukan koordinasi dengan :
1) Kepolisian Resort Boven Digoel;
2) Batalyon Infanteri 1711 
3) Dinas Sosial 
4) Dinas Kesehatan
5) Dan Stakeholders lainnya.
Tidak ada jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel yang secara langsung menangani penanganan dan penanggulangan bencana. 
a. S2		: …. Orang
b. S1		: …. Orang
c. D3		: …. Orang
d. SMA		: …. Orang

Menurut Pangkat/Golongan :
a. Golongan IV/b		: …. Orang
b. Golongan IV/a		: …. Orang
c. Golongan III/d		: …. Orang
d. Golongan III/c		: …. Orang
e. Golongan III/b		: …. Orang
f. Golongan III/a		: …. Orang
g. Golongan II/d		: …. Orang
h. Golongan II/c		: …. Orang
i. Golongan II/b		: …. Orang
j. Golongan II/a		: …. Orang

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas turut serta dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana, upaya yang dilakukan antara lain: 
a. Mendukung Adanya kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dari Dinas Sosial dan pemukiman Masyarakat terasing, dengan tujuan : 
· Menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap ancaman atau resiko bencana; 
· Mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana; 
· Meningkatkan pengetahuan untuk pencegahan resiko bencana, pengelolaan SDA dan lingkungan yang bertanggungjawab. 
· Materi yang diberikan dalam sosialisasiantara lain :
· Pengenalan bencana dan dampak terjadinya bencana. 
· Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
· Managemen penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
· Upaya pengurangan ancaman atau resiko bencana. 


b. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat : 

Kantor Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Boven Digoel ikut serta dan mendukung, memberikan pemahaman kepada Masyarakat umum, tentang bencana dan akibat yang ditimbulkannnya. Penyuluhan dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah dalam kesempatan yang ada. 

c. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana.
Dalam mengantisipasi rawan bencana, Kantor Polisi Pamong Praja dan Linmas ikut serta menghimbau aparat dan masyarakat agar dapat membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana.
 
d. Khusus untuk menghadapi bencana kekeringan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
Untuk upaya antisipasi penanganan kekeringan dapat dilakukan melalui dua tahapan strategi, yaitu perencanaan jangka pendek dan panjang. Perencanaan jangka pendek (satu tahun musim kering) meliputi :
· penetapan prioritas pemanfaatan air sesuai dengan prakiraan kekeringan; 
· penyesuaian rencana tata tanam sesuai dengan prakiraan kekeringan;
· pengaturan operasi dan pemanfaatan air waduk untuk wilayah sungai yang mempunyai waduk; 
· perbaikan sarana dan prasarana pengairan; 
· penyuluhan/sosialisasi kemungkinan terjadinya kekeringan dan dampaknya;
· penyiapan cadangan pangan;
· persiapan tindakan darurat, antara lain: penyediaan air minum dengan mobil tangki, dan penyediaan pompa air. 
Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang meliputi: 
· Pelaksanaan reboisasi atau konservasi untuk meningkatkan retensi dan tangkapan di hulu; 
· penggunaan air secara hemat;
· penertiban pengguna air tanpa ijin dan yang tidak taat aturan. 

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi 
Potensi bencana terdapat di beberapa wilayah di Kabupaten Boven Digoel karena wilayah tersebut secara topografis tidak sama ketinggiannya beresiko terhadap bencana : 
a. Banjir 
b. Angin Topan
c. Tanah Longsor 
d. Kekeringan
e. Kebakaran

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Guna mewujudkan ketrentaman dan ketertiban umum, maka diperlukan kebijakan, program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani. Berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Boven digoel memerlukan upaya normatif dan represif sesuai dengan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 
1. Gangguan Yang Terjadi 
a. Adanya Pekerja Seks Komersial. 
b. Reklame/ Iklan yang tidak ijin dan tidak berada ditempat yang ditentukan.
c. Orang Gila yang berkeliaran di Wilayah Kabupaten Boven Digoel. 
d. Pelajar yang membolos pada saat jam pelajaran. 
e. Pedagang Kaki Lima yang berdagang tidak pada tempat yang ditentukan.
f. Penataan pedagang di pasar yang kurang tertib. 
g. Penambangan bahan galian Golongan C secara liar. 
h. Polusi udara dari industri pabrik Kelapa Sawit, Plywood, Industri Formalin, Industri Kayu Lapis. 
i. Pengguna miras yang semakin meningkat. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Politik dan perlindungan Masyarakat yang yang dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan : 
a. Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Terasing. 
b. Dinas Kesehatan. 
c. TNI/POLRI
d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. 
e. Dinas/Instansi yang terkait dengan permasalahan. 

3. Sumber Dana Jumlah Anggaran 

Anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Boven Digoel dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan adalah sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)  yang dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas  . 

4. Penanggulangan Dan Kendalanya Upaya penanggulangan terjadinya gangguan 

Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Boven Digoel yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Melakukan pendataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
b. Memberikan teguran/peringatan. 
c. Melakukan pembinaan. 
d. Melakukan kegiatan razia dan penertiban. 
e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertibanumum diantaranya: 
a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan mengatasi gangguan yang terjadi di masyarakat. 
b. Data potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang kurang lengkap. 
c. Belum adanya aturan yang mengatur tindak lanjut pasca pembinaan dan penertiban. 
d. Belum adanya Perda yang mengatur tentang miras.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 

Dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Boven Digoel, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Boven Digoel, hal tersebut tidak terlepas dari peran serta aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Boven Digoel yang kondusif.
